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E URLA1\Il'l 
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR 82 TARUN 2018 

TENTANG
 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGER! SIPIL
 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PJ;tOVINSI LAMPUNG
 

DENGAN RAlIM.AT T lJH A..~ YA~G MARA ESA 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menim bang : a. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomoi 12 Tahun 2018 
tentang Pernberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pernerintah Provinsi Larnpung yang ditetapkan 
berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat \2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 TCL~un 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, menyebutkan Pernerintah Daerah dapat mernberikan 
tambahan I enghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah 
berdasarkan pcr tirnoa n vn n ya n g objektif derigan m c rnper ha tika n 
kemarnpuan keuungan daere.n dan mernperoleh persetujuan 
DPRD sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan, 
perlu dilakukan penataan kernbali sesuai ketentuan pcraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 
13 tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagai rnana tela h diu ba h beberapa ka li tcrakhir dengan 
Peraturan Mer.teri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011, bahwa 
pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil 
Daerah ditctapkan derigan peraturan kepala d aerah dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah: 

c.	 bahwa bcrda sa rkan per tim banga n sebagairnana di maksu d pada 
huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pcraturan 
Gubcrnur; 

~en ingat l.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1964 tentang Pernberitukan Daerah Tingkat I Lampung dengan 
mengubah Undang-Ur..dang Nomoi 25 Tahun 1959 te n tang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi 
Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan 
Nepotisme; 

3.Undang-Undang	 Nomor 5 .I'ah u n 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
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6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajernen 
Pegawai Negeri Sipil; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2017 tentang Pernbinaan 
Dan Pengaw lsan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

9.	 Peraturan l' enteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

10.	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ncgara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tab un 20 11 tentang Pedorrian 
Analisis .Jabatan; 

11.	 Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nornor 34 Tahun 2011 tcritarig Pedoman 
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri; 

12.	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan 
Kelas .Jabatan di Lingkungan Jnstansi Pemerintah ; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nornor 6.3 Tahun 2011 ten tang Pedoman 
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 

14. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukurn Daerah; 

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analiais Jabatan; 

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NOITLor 21 Tahun 
2011 tentang Pedoman Evaluasi .Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 

17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil ; 

18.	 Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi 
Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Larnpuug Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan 
Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan 
Layanan Pengadaan Barang dan .Jasa Perneriritah Provinsi 
Lampung; 

{t mperhat ikan : l.Peraturan Gubemur Lampung Nornor 7 Tahun 20 1S tcntang 
Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lin gkungan 
Pemertntah Provmsi Larnpung; 

2.Peraturan Gubernur Lampung Nornor 59 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; 

3.Peraturan Gubernur Larnpung Nornor 60 Tahun 20 16 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Frmgsi serta 
Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilari Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung; 

4.Peraturan Gubemur Larnpung Nornor 61 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung; 
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S. Peraturan Gubemur Lampung Nornor 6 2 Tahu n 2 0 16 ten tang 
Ked u d u ka n, Susunan Orga ni uasi , T'uga « dan Fungsi Ser ta Tatakerja 
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung; 

b. Peraturan Gubemur Lampung Nornor 63 Tahun 2016 tentang 
Kedu d u k an, 
Dinas Keseh

Susunan 
atan Provin

Organisasi , 
si Lampung; 

T\.lga s dan Fungsi ~~ e r ta Tatakerja 

7 . Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tabun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga s dan Furigsi Scrta Tatakerja 
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Lampung; 

8. Peraturan Gubernur Larnpung Nornor 66 'Ia..'J.1L'1 20 16 tentang 
Kedu d ukan, Susunan Orgarrisa si , Tugas dan Fungsi Ser ta Tatakerja 
Sa tuan Polisi Pamong Praja Provins i Larnpung: 

9 .	 Pcraturan Gubemur Lampung Nomor 6 7 Tahun 2 0 ] 6 tentang 
Ked u dukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Ser ta Tatakerj a 
Dinas Sosial Provinsi Lampung; 

10 . Pera tu ran Gubernur Larnpung Nomor 68 Tahun 20 16 tentang 
Kedudukan, Su su nan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja 
Tenaga Kerja dan Trarismigrasi Provirisi La m pu n g; 

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 201 6 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tatakerj a 
Pernbe rdayaan Perernpuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Larnpung; 

12 . Peratu ran Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 20 16 tentang 
Ked u d ukan, Susunan Organisas i, Tugas d an Fungsi Serta Ta takerja 
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung; 

13. Peraturan Gubemur Larnpung Nomor 71 Tahun 2 0 16 tentang 
Kedu du kan, 3usunan Organisa si , Tuga s dan F'ungsi Serta Ta .takerj a 
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Larnpung; 

14 . Pe r a turan Gubemur Larnpung Nomor 7 2 Tahun 20 16 ten ta ng 
Kedudukan, Susunan Organisasi, 'I'ugas dan F'ungsi Serta Tatakerja 
Dina s Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung; 

15 . Peratu ran Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 20 16 tentang 
Kedu d u kan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja 
Dina s Pemberdayaan Masyarakat DA-n Desa Provinsi Lampung; 

l o .Pera tu ran Gubcrnur Lampung Nornor 7 L } Tahun 201 6 tentang Kedudukan , 
S U6u n a n Organisas i, Tuga s dan Fung~; i Ser ta Ta takerj a Dina s 
Perh u bu n ga n Provinsi Lampung; 

17 . Pera tu ra n	 Gubernur Lampung Nornor 64 Tahun 2 01 7 tcntang 
Kedudukan , Susunan Or-ranisasi, Tugas dan Fungsi Serra Tatakerja 
Dinas Komunikasi, lnformatika Dan Statistik Provinsi Lampung; 

18 . Peraturan Gubemur Lampung Nornor 76 Tahun 2 0 16 tentang 
Kedudukan, SUSUtlc n Organisasi , Tugas dan Fungsi. Serta Tatakerja 
Diri a s Koperasi , Usar a Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung; 

.)	 rITcl LU fC.m Gu bernur Lampung r~ ()m cr 1'7 Tahu n J Ol 6 tentang 
Ked ud u kan , Susunan o rganisasi , Tuga s dan Fungsi Serta Tatakerja 
Dinas Penanarnan Modal Dan Pelaya u an Terpadu Satu Pin tu Prov irrs i 
Lam p u n g; 

20. Peraturan Gubemur Lampung Nornor 78 Tahun 2016 tentang 
Kedu d u k an, Susunan Organ isa.si, Tuga s dan Fu:..gs i 3 e:rta T<:>. i.clli.c:( ja 

Dina s Pemuda Dan Olahraga Pro\'11151 Lampung; 

~	 1. Pera turan Gubernur Lampung Nornor 79 Tahun 2016 tentang 
Kedudu kan , Susunan Organisasi, Tuga s Dan Fungsi Ser ta T'atakerja 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung; 
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22. Peraturan Gubernur Larnpung Nomor 30 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja 
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung; 

23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2016 lentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja 
Dinas Pariwisata Provinsi Larnpurig; 

:?<C1 . Peraturan Gubernur Lampung Nornor 82 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja 
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikuitura Provinsi Lampung; 

25. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 83 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja 
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung; 

26. Peraturan Gubemur Lampung Nornor 84 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja 
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung; 

27. Peraturan Gubernur Lampung Nornor 85 Tahun 201 b tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerj a 
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provirrsi Lampung; 

28. Peraturan Gubernur Lampung Norner 86 Tahun 20 16 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Scrta Tatakerja 
Dinas Perdagangan Provinsi Lampung; 

29 . Pera tu ran Gubernur Lampung Nornor 87 Tahun 2016 tentang 
Ked u du kan, Susunan Organisasi , Tugas dan Furigsi Serta Tatakerja 
Dinas Perindustrian Provinsi Lampung; 

30 . Peraturan Gubernur Lampung Nornor 88 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung; 

31. Peraturan Gubernv r Lampung NOIn8r 89 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susuns n Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja 
Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung; 

'.2	 Pe ra ru r an Gubernur Lampung Norno r 90 Tahun 2 0 16 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, T'ugas dan Fungsi Sc£"ta Tatakerja 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung; 

J 3 . Peraturan Gubernur Lampung Nornor 91 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan FU~gSl Serta Tatakcrja 
Ba da n Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung; 

34 . Peraturan Gubernur Lampui.g Nomor 92 Tahun 20 16 ten ta n g 
Kedudukan, Susunan Organisasi, T'ugas dan Fungsi Serta Tatakerja 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung; 

3 5 . Peraturan Gubernur Lampung Nornor 93 Tah un :.;.0 16 ten tan g 
Kedudukan, Susunan Organisasi, TUgHs dan Fungsi Serta Tatakerja 
Badan Pengembangan Dan Penelitian Daerah Provinsi Lampurig: 

~)6 . Peraturan Gubemur Lampung Nomor 94 Tahun 2CJ 16 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung; 

37 . Peraturan Gubernur Lampung Nomor LJO Tahun 2017 tentang Rincian 
Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Badan Penyelenggara Korps Pegawai 
Republik Indonesia Dan Badan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa 
Pemerintah Provinsi Lampung; 

3 8. Peraturan Gubernur Larnpung Nornor 54 Talrun 2018 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Furigsi Serta Tatakerja 
Dinas Cipta Karya Dan Pengelolaan Sumber Darn Air Daerah Provinsi 
Lampung; 
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39 .	 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2018 tentang 
K~dudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja 
Dinas Perumahan Dan Kawasan Perrnukiman; 

4 0 . Peraturan Gubernur Lampung Nornor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Gubernur Nornor 95 Tahun 20 16 Tcntang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan 
Penghubung Provinsi Lampung; 

4 L	 Peraturan Gubernur Larn.pung Nomor 79 Tah.uri 2018 tentang Kelas 
Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

MEMUTUSKAN: 

f1e ne tapkan PERATURAN GUBERNUR TENl'ANG PEMBERlAN TAl\iBAHAN 
PENGHASILAN PEG_~WAi NEGER[ SIPIL SlPIL m LINGKUNGAN 

EMERINTAH P OVINSI LMA:PUNI:}. 

BAB I
 
KETENTUAN UMU1W
 

P a s a l 1 

Dalam Peraturan Gubemur in i yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Larnpung. 

2.	 Pernerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daera h . 

3.	 Gubernur a dalah Guberrrur La rr.pung. 

4.	 Wakil Gubernur adalah Wakil Gucerriur Larnpung, 

5.	 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenubi syarat tertenn,, diangkat sebagai 
Pegawai Aparatur Sipil Negara sccara tetap oJeh pejabat Pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pernerintahan. 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya discbut OPD adalah 
unsur pembantu Gubernur dan Dewan PerwakiJan R akyat. Daerah 
dalam penyelenggaraan U1T lS8. It perne rin tahan ya ng rnenj adi 
kewenangan daerah Provinsi; 

7.	 Perangkat DaerahjUnit Kerja yang selanjutnya disingkat OPDjUnit 
Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat DaerahjUnit Kerja di 
lingkungan Pernerintah Provinsi Lampung. 

8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompck jabatan tinggi pada 
instansi pemerintah. . 

9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki Jabatan 
Pimpinan Tinggi. 

10 . Jabatan Adrninistrasi adalah sckelornpok jabatan yang beriai 
fungsi dan tugas berkaitan dcngan pelayanan publik serta 
administrasi pemerint.ahan dan pembangunan. 

11. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan 
Administrasi pada instansi pemerintah. 

12. Jabatan Fungsional adalah sckelornpok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterarnpilan tertentu. 

13. Pejabat Fungsional adal .ih PNS yang m enduduki .Iabatan 
Fungsional pacta instansi pernerintah . 



- 6 ­

14.	 Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
melaksanakan proses pengangkatan, pernindahan dan pemberhentian PNS 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

l S. ln forrna s i Jabatan adalah iasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan 
! w l a iabatan. 

1,, [ ; :1 I jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi 
m for rna s i tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtiar jabatan, 
u raian tugas, beban kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggungjawab, 
wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi 
lingk u n gan kerja, reaiko bahaya, syarat jabatan dan inforn.... asi jabatan lairir.ya. 

17 . Jlc t a	 Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan sccara vertikal 
ma u pu n horizontal menurut struktur keweriangan, tugas dan tanggungjawab 
j a batan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh 
j a ba ta n yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 

l S. Nila i Jabatan adalah nilai komulatif dan faktor yang rnempcngaruhi tinggi 
ren da h n ya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan. 

19 . K e las Jabatan (Grading) ada1ah lclasifikasi j ab u .tari daJam sa.ruari organisasi 
ya n g didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya d igunakan sebagai 
dasar pemberian besaran Tunjangan kinerja. 

] 0 . K inerj a adalah keluaranjhasil dari kegiatanyprogram yang telah atau hendak 
.I icap u i sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuarititas dan 
k u al ita s terukur. 

2 1. Tarn ba ha n Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada 
Pegawai Ncgeri Sipil untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 
d i lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

2 2 . Jam Kerja adalah rentang waktu yang dipergunnkan Pegawai untuk 
melaksanakan tugas dan bekerja di kantor termasuk wakru istirahat 
s ebagairna n a telah ditentukan dalam peraruran perundang-undangan . 

.2 3 . '1u ga s Belajar a d ala h tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada 
Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan d2n/ atau pendidik..n 
ke le rampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu 
ya n g pembiayaan studinya diberikan oleh JembagajNegara yang rnendanai 
pe laksanaan tugas belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan. 

BAB I!
 
JAM KERJA
 

PaBa12 

1.1)	 .Ja rn kerja ditetapkan sebagai berikut:
 
:.1. Ha r i Senin sampai dengan hari Karnis.
 

.] 81n kerja 07.30 - 15.30 

Istirahat	 12.00 - 12.30 

b . Hari Jum'at. 

Jam kerja 07.30 - 16.00 

lstirahat	 11.30 - 12.30 

2)	 Ke ten tu an jam kerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), paling sedikit 
7 ,5 (tujuh kama lima) jam dalam 1 (satu) hari danjatau 37,5 (tiga puluh tujuh 
ka ma lima) jam dalam 5 (IiI ia) hari kerja. 
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Paw 3 

(1) PNS	 wajib t.TIencata!kan waktu kehadiran dan kepulangan k.erj r: sesuai dengan 
kc te-r tu an Jam kerja sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 avat (1) derigan

" \, 
m enggu nakan perangkat elektronik (finger p r.:nl) danl atau perangkat lain yang 
handal dan akuntabel. 

(2)	 Peneatatan kehadiran dan kepulangan d ilakukan secara manual, apabila: 
ct.	 p erangkat dan sistern pencatatan daftar kehadiran dan kepulangan 

rr.engalami kerusakan atau tidak berfurigsi; 

I) .	 PNS belu m terdaftar dalam sistern pencatatan secara elektronik; dan 

c .	 terjadi keadaan bencana a1am danjatau kerusakan, sehingga pencatatan 
kehadiran tidak dapat di1akukan seb aga im ana rnestinya. 

(3) Kepala OPDjUnit Kerja wajib melakukan pcncatatan kehadiran secara manual 
yan g dipergunakan untuk back up data keperluan kediriasan sebagai d a sar 
pemberian penilaian dan penjatuhan hukuman disiplin. 

BABIn
 
PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENHHASILAN
 

Pasa14
 

(1)	 PN S diberikan tambahan penghasilan setiap bu13J1. 

(2} Besaran tambahan penghasilan ditetapkan berdasarkan nilai indeks, nilai 
j abatan pada setiap kelas jabatan dan pertimbangan objektif lainnya 
se baga imana tereantum dalam Lampiran I, Larnpiran La, dan Lampiran I.b 
Peraturan Gubernur ini. 

(3)	 Pcrtim bangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur 
ses ua i kemampuan keuangan daerah dan kincrja organisasi perangkat daerah. 

(-I)	 Kornpo rie n pernberian tarnbahan penghasilan berdasarkan tingka t kehadiran 
ke rj a dan capaian kinerja sebagaimana tercant.urn dalarn Lampiran II Peraturan 
G 'ubcr rru r ini . 

Pasal5 

1)	 [>NS mcndapat pengurangan tambahan penghasilan apabila mclanggar 
k eten tu a n jam kerja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1), yaitu: 
3 .	 tidak masuk kerja tanpa ketere ngan: 

h . t ida k berada di tempat tugas pada aaat jam k erja; 

c tc rla rnba t rnasuk kerja; 

d . pu lurig kerja sebelum waJtunya; atau 

(' Lid<::t k mengisi daftar hadir kerja dan d aftar pulang kerja sccara manual atau 
finge r print. 

( 2) PN S mendapat pengurangan tamb ah a n penghasilan apabila tingkat kehadiran 
dan cap a ian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aya t (4) tidak 
tercapai . 

Pasa16 

" I)N~~ y nng terpenuhi daftar kehadirannya narrrun tidnk bcrad a ditempat tugas 
pad a s a a t jam kerja dapat dibatalkan. 

I ~ ) Pcm bat.alan daftar kehadiran sebagaimaria dimaksud pada ayat (I) dilakukan 
oleh a tasan langsung PNS dan dike tah ui pimpinarr/Kepala Perangkat 
DaerahjUnit Kerja yang bersangkutan . 
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pasa17 

(1) PNS tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan apabila: 

a . mcndapat tugas dari pimpinan, balk p errugas ......n dalam n egen m aupun luar 
negeri yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan dokumen Iainnya; 

b . sa ki t ya n g dibuktikan dengan surat keterangan dokter sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. cuti tahunan; atau 

d . cuti karena alasan penting sehubungan dcngan terjadinya musibah pada 
an ggota keluarga. 

('2)	 Cu b karena alasan penting untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d, tidak melebihi 5 (lima) hari kerja, narnun untuk hari kerja 
berikutnya dikenakan pengurangan tarnbahan penghasilan. 

(3 )	 Cuti sa-Kit karena menderita sakit tetap y ang bcrpcngaruh terh adap aktivitas 
kerja , tidak dilakukan pemotongan tarnbahan penghasilan sampai dengan 
.) (tiga) bulan dan untuk bulan berikutnya hanya diberikan 50% (lima puluh 
persen ) dari tambahan penghasilan. 

Pasa18 

( 1)	 P~ S tidak diberikan tambahan penghasilan a pabila: 

d.	 pegawai alih tugas; 

b. diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan; 

c.	 d iberh en ti kan dari jabat an negeri dengan mendapatkan uang tunggu (belum 
(lilwrhen tikan sebagai PNS; 

, .. .upeke rja kan pacta badarr / instansi lam di iuar lingkungan Pernerintah 
I' rovin ai Lamp'urig; 

c . c u t. i di luar tanggungan negara; dan 

r.	 menja lani masa persiapan pensiun. 

I::)	 PNS ya ng tidak d iberikan tarnbahan perighasilan karena alih tuga s 
se ba ga im a n a dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PNS yang karena alih 
t ugas dan atau mutasi dari luar Pemerintah Provinsi L:J1YlpWlg pada .Ja ba ta n 
Pelaksa n a atau Jabatan Fungsional Tertentu sarnpai dengan 1 (satu) tahun 
terhit.u n g mulai tanggal melaksanakan tu gas . 

Pasa19 

PNS ka re ria menjalankan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan sebesar 
")0 °';1(lim a puluh persen) . 

PasallO 

(1) PNS	 yang dibebaskan sementara dari jabatan Iungsional dikarenakan tidak. 
da pat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50 % 
(lim a puluh persen) terhitung mulai tanggal kcputusan pembebasan sementara 
dari jabatan fungsional. 

12)	 PNS sc ba gaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan scbcsar 100 % (seratus 
persen ) terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam 
ja ba tan fungsional. 
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Pasal 11 

Pe rn bayaran tambahan penghasilan berdasarkan rekap itula s i daftar kehadiran 
elck tron ik (finger print) danjatau yang dipersamakan lainnya dan dapat 
dipenanggun gjawa bka n serta hasil penilaian kinerja yang diternbuskan kepada 
Bada n Kepegawa ia n Daerah Provinsi Lampung . 

BAHN 
K OM PONE N PERHITUNGAN BESARA N T.Al\H1AHAN PENGffASl LAN 

Pasal12 

(1) Penghitungan Indeks besaran Tambahan Penghasilan dihitung berdasarkan 
Upah Minimum Provinsi dibagi nUai jabatan terkecil , dengan rumusan: 

I Indeks = ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _U__P_ah _M_~_n_imum. PrOvin_S_i . _ . ~ 
Nilai -Ja ba tan Terke cB 

(2 )	 Pcrnb ay aran tarnbahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan 
ru rnu sa n sebagai berikut: 
r 

TP = x ~,Sko riL_ ..	 . 

Ket erangan:
 
- TP = Tambahan Pengha silan
 

- BD TP = Besaran Dasar Tambahan Pengha sil an 

- ~,Sk o r ~ Total skor nilai dan pengukuran. 

(3) Con toh Penghitungan dan Jumlah tambahan penghasilan yang diterima PNS, 
se ba gaim a n a tercantum dalam Lampiran HI Peraturan Gubernur in i. 

Pasal13 

Lh-; :-;u m D tambahan penghasilan d iberikan setiap bulan kepada PNS , berdasarkan 
in d ika tor : 

d . da ftar kehadiran, dengan bobot 50% (lima puiuh per seratus]; danjatau 

b. ca pa ia n kinerja dengan bobot 50% (lima puluh per serarus]. 

Pasa114 

{I ) Pe nilaian kehadiran PNS ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja efektif setiap 
bu lan . 

(2)	 Pe nghitu n gan kehadiran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) d ida sarkan pada 
la ftar kchadiran pagi dan sore yang diakurriulatif. 

Pasal15 

\ 1) Pcn ila ia n capaian kinerja PNS dengan bobot 50% (lim a puluh per serarus} , 
d iberi kan sesuai dengan penilaian atasan langsung berdasarkan capaian kinerja 
pad a s istern aplikasi e -ki nerja. 

( ~ )	 .Iika s is tem aplikasi e-ki n erja rnengalami keridala teknis maka penilaian capaian 
k irie rja dilakukan secara manual sebagairna na tercantum dularn Lampiran IV 

Pcraruran Gubernur ini. 
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Pasal16 

~ I	 [)n lila ia n capaian kincrj a kepada PNS scbagairnana di m aksud da la rn Pa sal 15 
.ivu t ( L) . dil~ukall . secara berjenjang berdasarkan tingkatan jaba tan pada 
UPDI Ul1lt kerja masmg-masing. 

(21	 Pcn ila ian capaian kinerja sebagairnana d imaksud pada ayat (l) ditandatangani 
. .lc h a tasari langsung sesuai dengan tingkaran jabatan. 

I	 : I h' l l il d ian capaian kinerja menjadi sa lah satu kciengxapan dokumen 
J\ IL . rq.~gungj a 'v\l aba n p ernbayaran ta rnba han pcrighas ilan . 

;-i I	 Pl:n ga d m in is tra s ia n dokumen penilaian kinerja wajib dilakukan secara tertib 
dan terstruktur. 

(5) PNS wajib	 mcmbuat laporan capaian kinerja kepada a ta sa n h ngsung paling 
la m t at tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya sebagairnana rcrcanrum dalam 
Larnpiran IV Peraturan Gubernur ini. 

(6) Rekapitu la si perhitungan tambahan penghasilan ditandatangani olch Kepala 
OPD / Unit Kerja sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran V Peraturan 
( ; u brr our ini. 

BAR V 

PEMBAYARAN DAN PAJ AK 

Bagian Kesaru 

Pembayaran 

Pasal17 

(1) Pe rnbayaran tambahan penghasilan berdasarkan Perat.urart Gubernur in i 
d ib ayarkan terhitung sejak bulan .Januari 2019 dan diberikan mulai tanggal 
;:, (lima) pada bulan berikutnya. 

(.? l Kh ur. i is pembayaran tambahan penghasilan pada bulan Desember setiap tahun 
ungga ra n dibayarkan secara penuh dan akan diperhitungkan capaian kinerja 
d nn kchad irannya pada bulan jarruari tahun berikutnya. 

(J ) Pe m bayaran tambahan penghasilan dapat dipertimbangkan kernbali untuk 
d iku ra n gi atau tidak dibayarkan apabila kernarnpuan keuanga:n Daerah tidak 
m r-rn ungkinkan. 

Pasal18 

i ] : Pc m b ia vaan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur irri dibebankan kepada 
L\ n gga r an Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung. 

i ~ ) Pcru b uh a n besaran tambahan pcnghasilan dilaksanakan sesuai kemampuan 
kc ua riga n daerah. 

BagianKedua
 

Pajak
 

Pasal19
 

J! <JJ;,k a tas tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai ketcntuan peraturan 
!)('I"tIlld a n g-u n d a n gan yang berlaku. 

BABVl
 

MOl (ITORING DAN EV.ALUASI
 

Pasa120
 

_.' : ' ': ;ul .sasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan GubernUT 1:11 

d ilct k ::-; (;t Jiakan oleh masing-rnasing OPD/Unil. kerja, 
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(2 ) Ha s il	 monitoring dan evaluasi sebagaimana pada avat (1) dil aoorkan kepada 
Gubcrnur melalui Sekretaris Daerah. - ­

(3 ) Pen ga wa s a n pemberian tambahan penghasilan dila.keariakan melalui 
pengawasan melekat dan pengawasan fungsionai. 

i -t)	 f\c pa lCi OPD/Unit Kerja dan atasan langsung s ecant berjenjarig wajib meJakukan 
pe n gcn d a lian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada 
rn a sing-masing PNS. 

Pasa121 

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tarnbahan penghasilan 
dila kukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban APBD. 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-liMN 

P"etsal 22 

(1) PNS	 yang telah menerima jasa p elayarran , trpah punguc dan sertifikaei atau 
s c bu ta n lainnya tidak menerima tambahan penghasilan bcrdasarkan Peraturan 
Gubcrnur ini. 

(2 )	 Pemberian jasa pelayanan, upah pungut dan sertifikasi atau sebutan lainnya 
se ba ga imana dimaksud pada ayat (1) clilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. 

Pasal23 

( I)	 Pcn ca tatan waktu kehadiran dan kcpulangan kerja sebagaimana dimaksud 
dala rn Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi Pcjabat Pirnpinan Tinggi (Eselon I dan 
Eselo ri II) dan Kepala OPDjunit kerja. 

(2)	 Pej abat Pimpinan Tinggi (Eselon II) dan Kepala OPD wajib mengikuti d an 
mcnghadiri setiap undangan da1arn agendajacara harlan Gubemur a t au 
lai rmya yang dihadiri oleh Gubernur dan/ atau Wakil Gubcrnur danj atau 
Sekre ta r is Daerah. 

(3 ) Pejabat sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), jika tidak dapat menghadiri 
de ngan alasan yang tidak jelas, maka dilakukan pengurangan pemberian 
ta m ba han penghasilan setiap bulan dari jum1311 yang diterirna setelah dikurangi 
pajak , dengan ketentuan: 

. i . ji ka 1 s. d 2 kali dikuran, ,i sebesar 1 ,0 'Yo; 

; J . i .k u 3 s .d 5 kali dikurangi sebesar L: ,O ~/C' ; dan 

c. j ik a 5 kali ke atas dikurangi sebesar 3,0 ~/o . 

Pasal24 

Ha s il pe riila ia n kinerja dalam Peraturan Gu bernu r ini, tidak mengenyarnpingkan 
" Il ld l u l iu n hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam: 

I ,	 n .t .i n g-Un dang Nomor 5 Tahun 2014 .en tang Aparatur S ipil Negara; dan. 

lJ. Pc ra tu ra n Pernerintah Nomor 53 Tahun 20 10 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
S ip il. 

BAR VIII 

KETENTUAN PEN1lJTUP 

Pasal25 

Pa d a s a a t Peraturan ini mulai berlaku, rnaka Peraturan G'uberrrur Nornor 12 Tahun 
I( 1K t ( ~ n ( rl n g Pernberian Tambahari Penghasila n Pegawai Negcri Sipil di Lingkungan 
" II 'l ' ! .n ru h Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi . 
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Pa::iaJ 26 

Pera turan Gubern u r ini rnulai berlaku pacta tanggal diundangkan. 

Agar se tiap ora n g m engetahuinya, m cm er irrta l rk an perigun danga n Pcratura ri 
Gube rnur ini dengan penempatannya d a larn Bcri ta Dacrah Provins i La mpun g . 

Dit e ta p k a n d i Teluk betung 
Pada tanggal 26 Desember 2 0 18 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M.RIDHO FICARDO 

Diundangkan d i Teluk betung 
pada tanggal 26 De sember 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

ttd 

Ir. HAMARTONI AHADIS.,M.Si 
Pembina Utama Madya'
 

NIP. 19640209 198903 1 008
 

Salina n sesu i dengan a s linya 
KEPALA IRO HlJKUM, 

ZULFIKA , S.H,. M.H 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19680428 199203 1 003 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR : 82. 


